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1.

BUPATI PATI

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang

Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingkat ll,maka Retribusi ljin Peruntukan

Penggunaan Tanah merupakan jenis Retribusi Daerah

Tingkat ll ;

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang

Panitia Urusan Piuiang Negara ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan



q

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2104 )

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1960 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 2043 ) ,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3209 ) ;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3501 ) ,

Undang-undang Nomor '18 Tahun 1997 tentang pajak

Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun '1997 Nomor 4i, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3685 ) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenntahan Daerah ,

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 198't
tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 198'1 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3258 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 19g7 tentang
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3692 ) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan
Pemerintah Daerah ,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun '1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemedksaan di Bidang
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Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoll19 Tahun i99g
tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah
Tingkat I dan Daerah Tingkat il ;

14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah ringkat il pati
Nomor 3 Tahun 1989 tentang penyidik pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat ll Pati ;

'15 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll pati
Nomor 3 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang
Wlayah Kabupaten Daerah Tingkat ll pati 

;

'16 Keputusan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 26/KEp/1999
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi ljin peruntukan
Penggunaan Tanah Menjadi peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten pati.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten pati 
;

b. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten pati



C.

d

Bupati adalah Bupalr Pati :

Pejabat adalah pegawai yang dibert tugas tertentu di

bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan daerah yang berlaku ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang

sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta

bentuk badan usaha lainnya ;

Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan

tertentu Pemenntah Daerah dalam rangka pemberian ijin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,

penggunaan sumber daya alam, burang, prasarana,

sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

Retribusi ljin Peruntukan Penggunaan Tanah yang

selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran

atas pemberian ijin peruntukan penggunaan tanah kepada

orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah

seluas 5000 meter atau lebih sesuai dengan rencana tata

ruang daerah ;

ljin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah ijin yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi

atau badan untuk menggunakan tanah seluas 5000 meter

atau lebih yang dimaksudkan agar penggunaan tanah

sesuai dengan rencana lata ruang Daerah yang meliputi

Rencana Tata Ruang \iNilayah ( RTRW ), Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan ( RDTR Kawasan ), Rencana Umum

Tata Ruang Kota/Kabupaten ( RUTRK ), Rencana Detail

Tata Ruang Kota ( RDTRK ) Rencana Teknik Ruang Kota
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J.

t.

n.

( RTRK ) atau siieptan .

\Afajib Retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang
menurut oeraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan uniuk melakukan pernbayaran retribusi ;

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu terientu yang
merupakan batas waktu bagi \Ah.1ib Retribusi untuk
memanfaatkan ijin peruniukan penggunaan tanah ;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, selanjutnya
dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan
oleh \Aiajib Retribusi untuk melaporkan data obyek
retribusi dan \A/ajib Retribusi sebagai dasar penghitungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurui
Peraturan Perundang-undangan Reiribusi Daerah ;

Surat keteiapan F.etribusi Daerah yang selanjuinya dapat
disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Keietapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
iambahan, yang setanjutnya dapat disingkai SKRDKBT
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan aias
jumlah netribusi yang telah diietapkan :

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retnbusi karena jumiah kredit retribusi lebih
besar dari pada retribusi yanE terutang atau tidak
seharusnya terutang atau tidak seharusnya terutang 

;

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjuinya disebut STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi aiau
sanksi administrasi berupa bunga dan aiau denda ,

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Kepuiusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan
oleh lAhiib Retribusi ;
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